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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. berkat rahmat dan maunah 

dari Allah SWT, buku ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Sholawat serta 
salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW 
yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, dan semoga kita semua akan mendapat 
syafaatnya di Hari Akhir nanti. Amin. 

Buku yang dihadapan pembaca adalah hasil penelitian kami pada 2014 
yang kemudian dikembangkan dengan revisi pada beberapa bagian. Buku ini 
mengangkat tema yang masih relevan terkait putusan Mahkahmah Konstitusi 
tentang status hukum anak luar kawin ditinjau dari hukum Islam dan hukum 
positif di Indonesia. Buku ini diperkaya dengan hasil penelitian terhadap 
pandangan hakim agama di lingkungan pengadilan agama yang 
menggambarkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 
diimplementasikan di pengadilan agama. Pandangan hakim tersebut akan 
menunjukkan bahwa ada upaya penafsiran atas putusan tersebut agar tidak 
bertabarakan dengan hukum Islam sebagaimana Fatwa MUI tentang status 
hukum anak hasil perzinaan. 

Pada bab pertama akan dibahas tentang latar belakang penulisan buku 
serta fokus pembahasan, serta metode yang digunakan dalam penulisan buku 
ini. Sedangkan dalam bab dua akan dibahas secara normatif perpsektif hukum 
Islam terhadap nasab berdasarkan studi ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan 
pandangan ulama fikih. Sedangkan pada bab tiga sekilas tentang status anak 
luar kawin dalam hukum positif di Indonesia, baik Undang-undang 
Perkawinan maupun Hukum Perdata. Pada bagian bab empat akan 
dikemukakan pandangan hakim-hakim agama terhadap putusan MK, dengan 
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setting wilayah DKI Jakarta dan Banten. Pada bab terakhir atau bab lima adalah 
kesimpulan.  

Akhirnya kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi 
keilmuan, khususnya di bidang kajian hukum Islam. Selamat membaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Jakarta, Desember 2025  
 
 

Tim Penulis 
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